
 
 

 
 

 

BUPATI TANAH BUMBU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR   3    TAHUN 2018 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang :  a. bahwa terdapat potensi penerimaan yang besar terhadap 
beberapa penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah yang belum termuat dalam Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 
3209); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 
4438); 



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 

5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negaa Republik 
Indonesia  Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005    Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negaa Republik Indonesia  Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negaa Republik Indonesia  Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negaa 

Republik Indonesia  Nomor 4855); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); 

  
                                    Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

 
dan 

 

BUPATI TANAH BUMBU 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.  

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 3) diubah 
sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni 

ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 2 

 

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
dipungut retribusi atas pemakaian barang milik 

daerah/kekayaan daerah 

(2) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah 

pemakaian kekayaan daerah. 

(3) Dikecualikan dari pengertian pelayanan pemakaian 
kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi 
dari tanah tersebut. 



(4) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah 
orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai 

barang milik daerah/kekayaan daerah. 

(5) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang 

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan 

daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
pemakaian kekayaan daerah. 

(6) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 

tidak dikenakan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, 
kecuali untuk retribusi jasa laboratorium lingkungan. 

 
2. Ketentuan dalam Lampiran angka I (satu romawi) pada 

bagian Kimia Lingkungan diubah dan menambah 1 (satu) 

angka baru yakni angka IV (empat romawi), sehingga 
Lampiran angka I (satu romawi) pada bagian Kimia 

Lingkungan dan angka IV (empat romawi) seluruhnya 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 
 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
 
 

 Ditetapkan  di  Batulicin 

 pada tanggal 13 Juli 2018        

  Plt. BUPATI TANAH BUMBU, 
 

   ttd    

  
 

H. SUDIAN NOOR 

 
Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 13 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 

 
 ttd 
 

ROOSWANDI SALEM 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 

NOMOR 3 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN: (44/2018) 


